


Dia juga tak hadir dalam upacara 
pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera.

JAKARTA — Ketidakhadiran Kepala Kepolisian RI 
Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam pelantikan 
sejumlah perwira tinggi polisi, yang semestinya dila-
kukan Jumat lalu, dinilai sebagai tindakan tidak etis. 
Pengamat masalah kepolisian, Bambang Widodo Umar, 
mengatakan seharusnya Kapolri bisa mendelegasikan 
tugas pelantikan itu kepada wakilnya. ”Masalah pelan-
tikan kan internal. Jadi, bisa saja dilakukan wakilnya, 
tak perlu ditunda,” kata Bambang Widodo.

Menurut Bambang Widodo, pelantikan sembilan kepala 
kepolisian daerah dan lima pejabat di Markas Besar Polri 
adalah momen yang sangat penting bagi institusi Polri. 
Penundaan justru menggelisahkan orang-orang yang akan 
dilantik dan menimbulkan pelbagai tafsir. “Bila ada per-
timbangan lain, bisa ada pencabutan kembali nanti. Tapi 
pelantikan itu seharusnya tetap dilakukan,” katanya.

Kapolri batal melantik, Jumat lalu, tanpa keterangan 
jelas. Awalnya, Mabes Polri menyatakan Bambang dipang-
gil Presiden. Belakangan ada kabar Kapolri sakit.

Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan 
Rakyat Azis Syamsudin menyatakan alasan sakit yang 
dikemukakan tak masuk akal. Azis memberi contoh 
Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa, yang juga sakit 
ketika hendak melantik pejabat di bawahnya dulu. “Dia 
sakit sampai jatuh, tapi tetap saja melantik, meski harus 
duduk di kursi roda,” kata Azis, yang menduga ada inter-
vensi dalam kasus batalnya pelantikan oleh Kapolri itu.

Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri 
Komisaris Besar Marwoto Soeto mengatakan, acara  
pelantikan belum dijadwalkan ulang. Ia menyebutkan, 
hingga saat ini ada dua jadwal serah-terima jabatan, 
yakni hari ini pukul 09.00 WIB dan Kamis (19 Agustus) 
mendatang pukul 09.00 WIB.

Bila serah-terima jabatan digelar pada Kamis, 
Marwoto melanjutkan, Polri akan menggabungkan 
pelantikan lima perwira tinggi dengan sembilan kepala 
kepolisian daerah. Namun, bila serah-terima dilaku-
kan hari ini, hanya lima perwira tinggi yang dilantik. 
“Pelantikan Kapoldanya menyusul,” katanya.

Kemarin Bambang juga tak hadir dalam upacara pengu-
kuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 17 Agustus 
2010 di Istana Negara. Menurut Inspektur Pengawasan 
Umum Mabes Polri Komisaris Jenderal Nanan Sukarna, 
yang mengaku diminta mewakili Kapolri, atasannya itu 
tak hadir karena acara di Istana Negara harus diikuti 
dengan berdiri. ”Acara di sini berdiri, mungkin beliau 
belum siap,” ujar Nanan. "Kapolri sakit flu".

Menurut Nanan, Kapolri ada kemungkinan sudah 
bisa menghadiri pidato kenegaraan Presiden di Dewan 
Perwakilan Rakyat hari ini. Apalagi, di DPR, acaranya 
dilakukan dengan duduk. “Mudah-mudahan besok (hari 
ini) bisa hadir di DPR. Di sana kan duduk,” ujarnya.
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INILAH JAWABAN CENTANG-PERENANG ITU:

“Serah-terima pejabat utama Mabes Polri 
ditunda karena Kapolri ada rapat dengan 
Presiden.” 

— Komisaris Besar Ketut Untung Yoga, 
WAKIL JURU BICARA MABES POLRI

“Tidak ada pertemuan Kapolri dengan 
Presiden. Saya tidak bohong, 
puasa lho ini.”

— Djoko Suyanto, MENTERI KOORDINATOR 
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

“Tidak ada apa-apa. Kapolri hanya sedang 
tidak enak badan. Untung Yoga tidak 
benar, dapat berita dari mana dia?” 

— Kastorius Sinaga, PENASIHAT AHLI KAPOLRI

“Kapolri di rumah, sedang sakit flu.” 

— Komisaris Jenderal Nanan Sukarna, 
INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM 

MARKAS BESAR KEPOLISIAN 

Ke Mana Perginya Sang Jenderal?

Keterangan simpang-siur bermunculan ketika 
Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso 
Danuri mendadak tak hadir dalam acara pelan-

tikan sejumlah perwira tinggi Mabes Polri, Jumat lalu. 
Ketidakhadiran Kapolri dalam acara penting itu, kata 
Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta Pane, 
baru pertama kali terjadi dalam sejarah Polri.

“Ini preseden buruk bagi kepolisian,” katanya.

Sehubungan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI, 
Koran Tempo tidak terbit pada Selasa, 17 Agustus 2010TIDAK TERBIT



BERITA UTAMA S E N I N ,  1 6  A G U S T U S  2 0 1 0 A4

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM 
DENGAN PASCA KUALIFIKASI

NOMOR : 01/PL/Bank-Sleman/VIII/2010

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan PD BPR Bank Sleman mengundang kepada Calon Penyedia 

Barang/Jasa Pemborongan  untuk mengikuti pelelangan umum dengan pasca kualifi kasi pada paket pekerjaan 

sebagai berikut :

Nama Pekerjaan  : Pembangunan Gedung PD BPR Bank Sleman 

Pagu Anggaran : Rp. 11.382.941.000,00

    ( Sebelas milyar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu 

ribu Rupiah )

Sumber dana : Anggaran PD BPR Bank Sleman

Kualifi kasi  : Grade 6 dan 7

Sub Bidang  : Arsitektur 21005

Persyaratan Pendaftaran :

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang dilakukan oleh Pemimpin/Direktur  Utama Perusahaan/kuasa 

direktur yang tercantum dalam akte pendirian dengan menyerahkan surat kuasa bermeterai Rp6.000,00 yang 

sudah ditandatangani oleh Direktur Utama sekaligus menandatangani pakta integritas dengan menyerahkan :

Copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya dengan menunjukkan aslinya

Copy SBU/IUJK sesuai bidang / sub bidang / kualifi kasi dengan menunjukkan aslinya

Copy Sertifi kat jaminan mutu ISO 9001 beserta auditnya dengan menunjukkan aslinya

Copy Sertifi kat jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja OHSAS 18001 dengan menunjukkan aslinya

Copy KTP Direktur Utama / Kuasa Direktur yang melakukan pendaftaran dengan menunjukkan aslinya

Pendaftar yang bukan Direktur Utama atau Kuasa Direktur yang ada di dalam akte perusahaan tidak dilayani.

Waktu Pendaftaran, Tempat Pengambilan Dokumen Lelang dan Aanwijzing.

Hari / Tanggal :  Mulai Rabu tanggal 18 Agustus 2010 sampai satu hari sebelum batas akhir  pemasukan 

dokumen penawaran.

Tempat  : PD BPR Bank Sleman, Jl. Magelang KM. 10 Sleman Yogyakarta.

Waktu  : Pukul 10.00  - 14.00 WIB ( Jum’at dan Sabtu pukul 09.00 – 11.00 WIB ) 

Aanwijzing akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 pukul 13.00 WIB bertempat di 

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman, Jl. Magelang KM 10 Sleman 

Yogyakarta.

Hal hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung pada Sekretariat Panitia Pengadaan sesuai alamat 

tersebut di atas.

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui masyarakat umum dan atas perhatiannya diucapkan 

terima kasih. 

Sleman, 16 Agustus 2010

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

PD BPR Bank Sleman

ttd

Sulastri, SE

Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen

ttd

Ir. Yustinus Mahatma

Protes Pemerintah,
Jemaat HKBP Gelar
Kebaktian di Monas 

Hari ini bertemu 
dengan konsuler Kon-

sulat Jenderal RI di
Johor. 

JAKARTA –– Pemerintah, me-
lalui jalur diplomatik, akan
mengupayakan pembebasan
tiga petugas Dinas Kelautan
dan Perikanan Kepulauan
Riau yang ditahan polisi
Malaysia.“Akan diselesaikan
secara baik-baik,”ujar Men-
teri Koordinator Politik, Hu-
kum, dan Keamanan Djoko
Suyanto kemarin.

Djoko menyatakan sudah
melaporkan masalah terse-
but kepada Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono.“Presi-
den ingin kasus ini diselesa-
ikan secara baik-baik,”kata-
nya. Pemerintah, kata dia,
belum memutuskan apakah
akan melakukan pertukaran
petugas dinas yang ditahan
dengan nelayan asal Malay-
sia. “Belum tahu prosesnya
nanti,”katanya.

Tiga petugas Dinas Kela-
utan dan Perikanan Provinsi
Kepulauan Riau ditangkap
Polisi Perairan Malaysia di

perairan Tanjung Berakit,
Bintan, Jumat malam lalu.
Ketiga petugas itu ditang-
kap saat melakukan tugas
pengamanan laut.

Saat itu lima petugas Dinas
Kelautan sedang melakukan
patroli rutin menggunakan
kapal Dolphin 015. Mereka
memergoki lima kapal Ma-
laysia sedang mencuri ikan di
perairan Tanjung Berakit, se-
belah utara Pulau Bintan.

Karena keterbatasan per-
sonel, petugas membagi tu-
gas.Dua orang menggunakan
kapal patroli membawa tujuh
nelayan ke kantor Polisi Per-
airan di Sekupang,Batam.Ti-
ga orang lainnya membawa
kapal nelayan dengan cara
digandeng satu sama lain.

Dalam perjalanan ke kan-
tor polisi, iring-iringan ka-
pal petugas dihadang kapal
polisi Malaysia. Mereka me-
minta tujuh nelayan itu di-
bebaskan.

Dua petugas kemudian
membawa tujuh nelayan ke
kantor polisi. Namun tiga pe-
tugas lainnya justru digiring
polisi Malaysia meninggalkan
perairan Indonesia menuju
Johor.Ketiga petugas itu ada-

lah Asriadi, Erwan, dan Sel-
vogrevo Wewengkang.

Juru bicara Kementerian
Kelautan, Soenan Hadi
Poernomo, menjelaskan
bahwa polisi Malaysia me-
masuki teritori Indonesia
dan meminta secara paksa
kepada petugas agar menye-
rahkan ketujuh nelayan
yang ditangkap. ”Terjadi ne-
gosiasi lapangan, mereka
(Malaysia) meminta melepas
nelayannya tapi tidak mau
melepas petugas kita yang
ditawan,”katanya kemarin.

Polisi Malaysia,kata dia,ke-
mudian memberi tembakan
peringatan ke udara sebanyak
tiga kali.“Karena mereka ber-
senjata dan kita tidak, akhir-
nya kita memilih mundur dan
tetap membawa ketujuh nela-
yan tersebut,”kata Hadi.

Juru bicara Kementerian
Luar Negeri, Teuku Faiza-
syah, menyatakan Kedutaan
Besar RI di Kuala Lumpur
dan Konsulat Jenderal RI di
Johor Baru ditugasi mencari
info ihwal penahan tiga pe-
tugas Dinas Kelautan oleh
polisi Malaysia. “Rencana-
nya, besok (hari ini) petugas
Konsulat akan menemui ke-

tiganya,”katanya kemarin.
Soal ketetapan batas wila-

yah negara yang diduga di-
langgar oleh ketiga petugas
Dinas Kelautan, kata Teuku,
pihaknya belum bisa memas-
tikannya. Menurut dia, batas
wilayah laut antara Indone-
sia dan Malaysia di kawasan
sekitar lokasi penangkapan
memang masih kabur. “Be-
lum ada batas wilayah laut.”

Pembahasan batas wilayah
laut Indonesia-Malaysia itu
sendiri berlangsung alot, dan
baru bisa dilanjutkan setelah
pembahasan batas wilayah
laut Singapura-Malaysia
rampung.“Mulai dari wilayah
Batu Putih,Canggi, lalu turun
ke Batam dan Bintan me-
mang belum jelas,”ujarnya.

Dari Johor dilaporkan,
Kepala Konsuler Konsulat
Jenderal RI Suryana Sastra-
diredja membenarkan kabar
penangkapan tiga petugas
Dinas Kelautan oleh polisi
Malaysia itu. “Kami sudah
mendapat kepastian, mereka
kini ditahan di kantor polisi
Kota Tinggi, Johor,” katanya
kepada Tempo kemarin. ● EKO

ARI WIBOWO | MAHARDIKA SATRIA HADI |GUSTIDHA

BUDIARTIE | RUMDADI DALE | MASRUR (KUALA LUMPUR)

JAKARTA –– Sekitar 700 ang-
gota jemaat Gereja Huria
Kristen Batak Protestan
(HKBP) Pondok Timur In-
dah, Bekasi Timur, bersama
jemaat dari beberapa gereja
lain, menggelar kebaktian
dan unjuk rasa di Tugu Mo-
numen Nasional kemarin.

Aksi yang juga diikuti to-
koh-tokoh lintas agama ini
dipicu bentrokan yang saban
pekan terjadi antara Jemaat
HKBP Pondok Timur Indah
dan warga setempat. Warga
meminta jemaat tak mengge-
lar kebaktian di lahan ko-
song seluas 220 meter persegi
di Kampung Ciketing Asem,
Mustika Jaya, Bekasi Timur.

Dalam unjuk rasa itu, se-
bagian besar demonstran
yang berhimpun dalam Fo-
rum Solidaritas Kebebasan
Beragama mengenakan baju
hitam dan pita merah di le-
ngan kiri. Mereka berorasi
mendesak pemerintah meng-
hentikan penutupan gereja.
Aksi berlangsung dua jam
sejak pukul 13.00 WIB.

Koordinator Umum Forum
Solidaritas, pendeta Erwin
Marbun, menjelaskan bahwa
semula massa ingin mengge-
lar aksi di depan Istana Ne-
gara. Namun rencana itu di-

tentang polisi dengan alasan
di Istana Negara ada persi-
apan peringatan Proklamasi
Kemerdekaan.

”Di sana harus sudah ste-
ril, tak boleh ada unjuk rasa,”
ujar Kepala Kepolisian Resor
Jakarta Pusat Komisaris Be-
sar Hamidin.

Erwin mengaku puas atas
animo masyarakat dalam aksi
tersebut kendati tak jadi dige-
lar di depan Istana Negara. Ia
bertekad menggelar aksi seru-
pa pekan depan jika pemerin-
tah tak mengambil tindakan
soal kebebasan beragama.

Di Bekasi, Kepala Polres
Metropolitan Bekasi Komisa-
ris Besar Imam Sugianto me-
negaskan, sesuai dengan pe-
rintah Wali Kota Bekasi Moch-
tar Mohamad, jemaat HKBP
Pondok Timur Indah harus
memindahkan kegiatan ke-
baktian dari lahan kosong di
Ciketing ke gedung Pemuda,
Bekasi Timur. ”Tapi mereka
(jemaat) tetap kebaktian di sa-
na (Ciketing),”kata Imam.

Warga setempat tak lagi
memprotes kegiatan jemaat
gereja ini kemarin. Kebakti-
an berjalan lancar mulai pu-
kul 09.00 hingga 10.00 WIB,
sebelum jemaat bertolak ke
Monas. ● NALIA RIFIKA | HAMLUDDIN | EFRI

IKLAN

TIGA PEGAWAI DINAS KELAUTAN DITAHAN MALAYSIA

Pemerintah Upayakan
Pembebasan
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Ada Apa dengan Kepolisian

K epolisian Republik Indonesia terkesan menutup-
nutupi sesuatu. Persepsi ini muncul setelah bere-
dar informasi yang simpang-siur mengenai ke-

beradaan dan kegiatan Kepala Polri Jenderal Bam-
bang Hendarso Danuri, Jumat lalu. Kepolisian gagap
berkomunikasi dengan publik justru ketika kredibili-
tas institusi ini tengah disorot.

Hari itu Jenderal Hendarso membatalkan acara pe-
lantikan perwira tinggi tanpa alasan yang jelas. Pada-
hal, sejak pukul 08.00, sederet petinggi kepolisian te-
lah siap dengan berpakaian rapi, menunggu dilantik.
Penjelasan barulah datang dua jam kemudian. Juru
bicara Polri, Inspektur Jenderal Edward Aritonang,
mengatakan acara serah-terima jabatan ditunda kare-
na Kapolri dan wakilnya sedang dinas ke luar kota.
Belakangan ia juga mengatakan Kapolri sedang me-
nyelesaikan pekerjaan internal.

Dua jam berselang, muncul lagi penjelasan berbeda
dari wakil juru bicara Polri, Komisaris Besar Ketut
Untung Yoga. Kata dia, Kapolri sedang rapat dengan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Tapi, tak lama
kemudian, informasi ini dibantah oleh Menteri Koor-
dinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyan-
to, yang menyatakan Kapolri tak bertemu dengan Pre-
siden. Lalu, sorenya, penasihat ahli Kapolri, Kastorius
Sinaga, berusaha menjernihkan simpang-siur ini. Ia
mengatakan seharian Kapolri berada di rumah karena
tidak enak badan.

Begitu sulitkah kepolisian berterus terang? Dinas
luar kota, menyelesaikan urusan internal, rapat de-
ngan Presiden, dan tidak enak badan, jelas alasan-
alasan yang saling bertabrakan. Publik tidak bodoh
dalam mengunyah informasi. Jika memang Kapolri
benar-benar sakit, inilah seharusnya yang ditonjolkan.
Tapi perlu juga diberi penjelasan yang cukup, kenapa
pelantikan perwira tinggi sampai batal. Bukankah ia
bisa memerintahkan wakilnya memimpin acara ini?

Andaikata Kapolri ingin menunda pelantikan,
mungkin karena sebagian pergeseran pejabat perlu di-
revisi, mengapa ia tidak mengatakan saja terus terang?
Begitu pula bila, misalnya, Kapolri masih perlu ber-
konsultasi lagi dengan Presiden mengenai mutasi ini.
Akan lebih baik hal ini disampaikan secara transpa-
ran.

Menutup-nutupi kegiatan seorang pejabat publik
hanya akan mengundang kecurigaan. Rumor juga
gampang berembus di tengah situasi seperti ini, bah-
kan hal yang mengada-ada, seperti isu pencopotan
Kapolri oleh Presiden. Rumor ini tak masuk akal ka-
rena memecat Kapolri tidaklah gampang, harus mela-
lui persetujuan DPR.

Berupaya menyembunyikan fakta yang sebenarnya
dengan berbagai alasan justru membahayakan kredi-
bilitas kepolisian. Orang tentu akan berpikir, bila da-
lam urusan penundaan pelantikan pejabat saja kepoli-
sian tidak bisa transparan dan berterus terang, bagai-
mana dengan urusan yang lain? Jangan-jangan mere-
ka juga terbiasa menutup-nutupi fakta dalam meng-
usut perkara.

Kepolisian perlu menjelaskan secara gamblang me-
ngenai misteri kegiatan Kapolri dan pembatalan pe-
lantikan para pejabatnya. Alasan yang tak masuk akal
dan diragukan kebenarannya hanya semakin merusak
kredibilitas kepolisian. ●

KUTIPAN

“Ruang garasi sudah dijadikan ruang rapat
paripurna.”

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat
Yulteknil, mengatakan DPRD menggunakan ruang garasi
untuk melantik gubernur baru, Irwan Prayitno, kemarin.

“Al-Qaidah adalah penyimpangan besar-be-
saran agama Islam.” 

Presiden Barack Obama, mengomentari pertikaian soal
pembangunan masjid di lokasi bekas menara kembar World
Trade Center yang hancur akibat serangan teroris pada 11
September 2001, kemarin.

“Bisa saja pengakuan
itu berdasar tekanan,”
kata Achmad Michdan
JAKARTA –– Amir Jamaah An-
sharut Tauhid (JAT) Abu Ba-
kar Ba’asyir, tersangka kasus
terorisme yang ditangkap
Detasemen Khusus 88 Anti-
teror pada Senin pekan lalu,
diduga pernah bertemu de-
ngan Dulmatin. Pertemuan
itu berlangsung pada Feb-
ruari 2009 di sebuah rumah
toko di Ngruki, Sukoharjo,
Jawa Tengah. Meski hanya
bertemu selama seperempat
jam, Ba’asyir dan Dulmatin
memutuskan hal penting,
yakni menggelar pelatihan
militer di wilayah Aceh.

Pertemuan Ba’asyir dengan
Dulmatin itu terungkap lewat
pengakuan Ubaid al-Lutfi
Haidaroh, aktivis JAT yang
ditangkap Densus 88 pada
Maret lalu, setelah terlibat pe-
latihan militer di Aceh. Bah-
kan, seperti tertulis dalam do-
kumen pemeriksaan polisi,
Ubaid ikut hadir dalam perte-
muan antara Ba’asyir dan
Dulmatin, buron tersangka
teroris yang telah ditembak
mati oleh polisi di Pamulang,
Banten, 9 Maret lalu.

Setelah keputusan pelatih-

an militer di Aceh ditetap-
kan, dalam dokumen yang
sama disebutkan bahwa
Ba’asyir memberikan Rp 180
juta dan US$ 5.000 kepada
Ubaid pada November 2009
di Surakarta. Thoib, benda-
hara Jamaah Ansharut Tau-
hid, menyerahkan Rp 25 juta
ke orang yang sama. “Dana
ini dipakai Dulmatin untuk
menyiapkan kegiatan pela-
tihan,” begitu tertulis dalam
dokumen, seperti dilansir
majalah Tempo edisi terbaru
yang terbit hari ini.

Setelah uang di tangan,
Ubaid ditemani Machfud,
tersangka lain, berangkat ke
Jakarta dengan bus Rosalia
Indah. Mereka turun di ter-
minal Lebak Bulus, lalu

mengantar uang ke kon-
trakan Dulmatin di Ciputat.

Melalui Ubaid, Dulmatin
kembali meminta bantuan
dana kepada Ba’asyir. Perte-
ngahan 2009, Ubaid bertan-
dang ke rumah Ba’asyir un-
tuk mengambil uang. “Saat
itu Ba’asyir memberikan
uang Rp 5 juta dan meminta
Ubaid kembali menemui
Thoib, yang menyerahkan Rp
10 juta,” demikian tertulis di
dokumen itu. Terakhir, Dul-
matin mendapat kucuran da-
na dari Thoib sebesar Rp 10
juta pada awal 2010.

Menurut dokumen peme-
riksaan itu, pelatihan militer
di bukit Krueng Linteung,
seperti yang dilaporkan ke
Ba’asyir, dimulai pada 28 Ja-
nuari 2010 tepat pukul 08.00
WIB. Dulmatin yang membu-
kanya secara resmi.

Saat dimintai konfirmasi,
Ba’asyir membantah peng-
akuan Ubaid bahwa dia per-
nah bertemu dengan Dulma-
tin di Ngruki pada Februari
2009.Bantahan itu disampai-
kan kuasa hukum Ba’asyir
dari Tim Pengacara Muslim
(TPM), Achmad Michdan.

“Tak pernah ada pertemu-
an itu, Ba’asyir membantah-
nya,” kata Michdan kepada
Tempo kemarin. Kalau perte-

muan itu benar, ia melanjut-
kan, “Kenapa polisi tidak
langsung tangkap Ba’asyir?
Katanya polisi selalu meng-
ikuti gerak-gerik ustad.”

Menurut dia, Ubaid adalah
orang yang ditutup aksesnya
oleh polisi untuk mendapat
dampingan dari TPM. Jadi,
bisa saja kesaksian tersebut
berdasar tekanan. “Jangan
dipercaya,”ujar Michdan.

Dalam kaitan dengan pe-
nangkapan Ba’asyir, penyidik
akan mengeluarkan surat ke-
terangan penahanan setelah
tersangka menjalani peme-
riksaan 7 x 24 jam, seperti di-
atur dalam undang-undang
pemberantasan tindak pida-
na teroris. “Besok (hari ini),
kami keluarkan surat pena-
hanan,” kata Kepala Bidang
Penerangan Umum Komisa-
ris Besar Marwoto Soeto ke-
marin.

Semalam, Michdan me-
nambahkan bahwa mulai hari
ini, Ba'asyir menjadi tahanan
kepolisian dan akan menghu-
ni ruang tahanan Mabes Polri
hingga 15 Desember 2010.
"Ustad Ba'asyir melalui tim
pengacara menandatangani
surat penolakan berita acara
penahanan," katanya.
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I ndonesia bukan negara
asing bagi Robert William
Hefner, 58 tahun. Pada

akhir 1990-an, menjelang
akhir kekuasaan Soeharto,
dia meneliti peran muslim
dalam politik di Indonesia.
Dari penelitian itu, lahir bu-
ku Civil Islam: Muslims and
Democratization in Indone-
sia. Buku itu menegaskan
bahwa Islam dan demokrasi
bisa berjalan selaras, dan Is-
lam amat menghormati ke-
beragaman.

Pekan lalu Hefner kembali
berkunjung ke Indonesia un-
tuk sejumlah ceramah di
Yogyakarta. Di sela kesibuk-
annya, dia menerima wawan-
cara Philipus Parera dari
Tempo. Dia menyampaikan
pengamatannya atas per-
kembangan terbaru hubung-
an Islam dengan demokrasi
di Indonesia. Salah satunya
adalah tren kelompok yang
melakukan terorisme dan ke-
kerasan atas nama agama.

Anda sempat bertemu de-
ngan Abu Bakar Ba’asyir?

Satu kali.Tapi kolega saya
yang beragama Islam sering
ketemu Ba’asyir dan bebera-
pa kali atas nama saya mela-
kukan wawancara.Terus te-
rang dia menjawab dengan
sangat terbuka dan jujur.

Apa yang bisa Anda sim-
pulkan dari Ba’asyir?

Dia sebetulnya lebih me-
narik sebagai figur politik.
Dia mempunyai suatu pema-
haman terhadap syariah dan
politik. Pemahaman begini

sebetulnya cukup umum di
kalangan Islam konservatif,
tapi tidak di Indonesia. Ka-
lau kita ke Pakistan, mung-
kin 20-30 persen penduduk-
nya mempunyai sikap terha-
dap demokrasi yang kurang
lebih sama dengan Ba’asyir.
Di sebagian besar negara
muslim di dunia ini, 70-80
persen penduduk muslim
menganggap demokrasi bu-
kan hanya tak bertentangan
dengan Islam, mereka juga
menganggap Islam sistem
yang baik dan diharapkan
diterapkan di negara mere-
ka. Jadi posisi Ba’asyir tak
unik, tapi sangat minoritas.

Anda tahu ceramah
Ba’asyir yang mengatakan
demokrasi tak sesuai dengan
nilai Islam?

Saya ingin mengerti pen-
dekatan Ba’asyir, dari mana
penolakannya terhadap de-
mokrasi. Kalau kita perhati-
kan, sebenarnya itu juga pe-

nolakan terhadap institusi
pemerintah dan institusi me-
dia. Saya ingin tahu dari
mana asalnya sikap itu dan
apakah sikap itu akan men-
jadi kecenderungan yang
meluas di kalangan muslim
Indonesia.

Apakah Anda sudah me-
nemukan jawaban?

Saya kira sudah. Gagasan
(menolak demokrasi) sudah
ada sejak 1970-an, kemudian
mulai lebih aktif pada 1999
setelah reformasi.Tapi ga-
gasan itu tak bisa diterima,
banyak orang khawatir akan
masa depan mainstream Is-
lam.Tapi kita sekarang bisa
menarik kesimpulan bahwa
orang Islam sudah mengerti,
mereka sudah mempraktek-
kan demokrasi selama sebe-
las tahun. ●

Baca wawancara lengkap Hefner
di majalah Tempo yang terbit ha-
ri ini.

Ba’asyir-Dulmatin Dituduh
Rancang Latihan Militer 

ROBERT W. HEFNER: 

Penentang Demokrasi Seperti Ba’asyir
Sangat Minoritas

Robert W. Hefner

SANTIRTA M ( TEMPO)

Lutfi Haidaroh alias Ubaid

GUNAWAN WICAKSONO (TEMPO)
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Persiapan Mudik, Bayar Tiket Pesawat via KlikBCA Individu

BCA bersama 
dengan dua bank

nasional lainnya 
bersindikasi membia-
yai proyek pengem-

bangan lahan gas PT
Medco Energi Interna-

sional Tbk senilai 
USD 90 juta. 

P
T Bank Central Asia
Tbk (BCA) bersama
PT Bank Mandiri
(Mandiri) dan PT
Bank Negara Indone-

sia (BNI) memberikan kredit
pembiayaan kepada PT Medco
Energi International Tbk (Med-
co)  untuk membiayai pengem-
bangan proyek lapangan gas
Singa di Blok Lematang, Suma-
tera Selatan. 

Ketiganya berperan sebagai

Joint Mandated Lead Arranger,
dengan total fasilitas kredit se-
besar USD 90 juta yang dibagi
secara merata antara ketiga
bank tersebut. Pembiayaan
bank ini diberikan kepada
anak perusahaan MedcoEner-
gi, yaitu PT Medco E&P Lema-

tang (MEPL), yang berperan se-
bagai operator dan pemegang
working interest atas Production
Sharing Contract (PSC) di Blok
Lematang untuk jangka waktu
30 tahun terhitung mulai 6 Ap-
ril 1987 hingga 5 April 2017.
Proyek tersebut merupakan sa-

lah satu proyek pengembangan
utama Medco. Sementara itu,
penandatanganan kesepakat-
an pembiayaan telah dilaku-
kan pada tanggal 17 Juni
2010. 

“Diperolehnya pembiayaan
dari bank nasional tidak saja
menggambarkan kepercayaan
mereka terhadap komitmen
kami untuk merealisasikan se-
tiap Proyek Pengembangan
Utama kami dalam menjaga
pertumbuhan usaha dan me-
nyediakan gas alam bagi nega-
ra, tetapi juga menunjukkan
kepercayaan dan dukungan
kami terhadap bank nasional
untuk masuk ke dalam usaha
migas,” jelas Darmoyo Doyoat-
mojo, Presiden Direktur Medco
Energi, di sela-sela acara clo-
sing ceremony terkait dengan
kesepatakan pembiayaan di
Hotel Dharmawangsa, Jakarta
Selatan, Senin (9/8).

Darmoyo menambahkan
bahwa lapangan gas Singa mu-
lai berproduksi sejak semester

kedua tahun 2010. Gas yang
diproduksi akan dipasok kepa-
da PT Perusahaan Gas Nasio-
nal Tbk (PGN) selama tiga ta-
hun pertama, dan ke PLN pada
empat tahun berikutnya.

Sementara itu Direktur BCA,
Dhalia Ariotedjo, mengatakan
bahwa BCA sebagai institusi
keuangan sangat mendukung
industri-industri yang mempu-
nyai prospek baik, termasuk
dari sektor migas. “Pembiayaan
pada proyek lapangan gas Si-
nga ini menjanjikan prospek
yang sangat baik,” kata Dahlia.

Berdasarkan data paparan
kinerja keuangan BCA selama
semester I 2010, portfolio kredit
BCA secara keseluruhan me-
ningkat sebanyak 22,6 persen
menjadi Rp131,6 triliun diban-
dingkan dengan periode yang
sama sebelumnya. Untuk kre-
dit korporasi tumbuh 17,6 per-
sen (year or year) menjadi
Rp49,7 triliun pada Juni 2010
dari Rp42,3 triliun peiode yang
sama tahun 2009.

L
ebaran sebentar lagi
tiba, seperti biasa
masyarakat Indone-
sia melaksanakan ru-
tinitas mudik ke

kampung halaman. Sebagian
pemudik menggunakan jalur da-
rat maupun laut, tapi tidak sedi-
kit pula yang memilih mudik
menggunakan pesawat terbang. 

Nah, bicara soal mudik de-
ngan pesawat terbang, ada ba-
iknya dipersiapkan sejak dini
agar tidak kehabisan tiket.
Apalagi sekarang ini tidak ter-
lalu sulit untuk membeli tiket
pesawat karena pembayaran-
nya bisa dilakukan melalui la-
yanan KlikBCA Individu. Ada-
pun tiket pesawat yang dapat
dibayar dengan KlikBCA ada-
lah AirAsia, Batavia Air, Citi-
link, Merpati Airlines, dan Lion
Air. Untuk mengakses layanan

KlikBCA Individu sekarang ini
tidak hanya dapat dilakukan
melalui laptop atau personal
computer tapi juga bisa dilaku-
kan melalui smartphone, layan-
an ini disebut KlikBCA versi
smartphone.

Untuk tahap awal layanan
KlikBCA versi smartphone ini
baru dapat digunakan bagi
pengguna Apple iPhone,
BlackBerry, Nokia E71 dan So-
ny Ericsson Xperia X1. Untuk
memanfaatkan layanan ini,
pastikan Anda telah dapat me-
lakukan browsing melalui
smartphone Anda. Jangan lupa

setting browser di smartphone
dengan mengaktifkan pilihan
JavaScript dan Cookies.

Layanan berbasis internet ini
tampilannya lebih sederhana
dan mudah untuk digunakan.
Selain itu, fitur yang cukup
lengkap tersedia di KlikBCA In-
dividu versi smartphone. ”Ter-
masuk di dalamnya adalah fi-
tur pembayaran tiket pesawat
dalam menu Pembayaran e-
Commerce,” kata Ina Suwandi
General Manager Pengembang-
an Dana dan Jasa BCA.

Menurut Ina Suwandi, nasa-
bah pengguna smartphone yang

melakukan pembayaran tiket
pesawat melalui KlikBCA Indivi-
du terlebih dahulu harus mem-
beli tiket pesawat melalui website
maskapai bersangkutan. Seba-
gai contoh, bila nasabah ingin
membeli tiket pesawat Citilink,
nasabah tersebut dapat meng-
akses ke www.citilink.co.id.
Melalui website tersebut, nasa-
bah melakukan booking tiket
sesuai tujuan perjalanan yang
diinginkan dan memilih metode
pembayaran dengan KlikBCA,
kemudian nasabah akan di-
minta memasukkan User ID
KlikBCA-nya. 

Selanjutnya nasabah dapat akses
KlikBCA versi smartphone dengan
mengunjungi www.klikbca.com
melalui ponsel, lalu klik Login
pada Internet Banking Individu-
al, setelah itu nikmati tampilan
KlikBCA yang telah disesuai-
kan untuk ponsel Anda. Atau
untuk layanan ini Anda juga
dapat langsung akses ke
https://m.klikbca.com dimana
Anda akan langsung mendapat
layar login KlikBCA versi smart-
phone. Kemudian nasabah dapat
melakukan login dengan User ID
KlikBCA yang diinput di website
Citilink beserta PIN KlikBCA-nya.

Setelah login berhasil maka

akan tampil menu-menu
KlikBCA versi smartphone yaitu
“Pembelian”, “Pembayaran”,
“Pembayaran e-Commerce”,
“Transfer Dana”, “Informasi
Rekening”, dan “Administrasi”.
Untuk pembayaran tiket pesa-
wat, nasabah harus memilih
menu “Pembayaran e-Commer-
ce” dan lakukan pembayaran atas
booking tiket yang telah dilaku-
kan, kemudian lakukan otorisasi
dengan menggunakan KeyBCA. 

Setelah pembayaran dilaku-
kan, maka saldo rekening BCA
nasabah otomatis akan berku-
rang sesuai dengan nilai trans-
aksi yang dilakukan, kemudian
nasabah akan menerima email
notifikasi transaksi yang telah
dilakukannya dan nasabah da-
pat akses kembali ke website
Citilink untuk mencetak e-ti-
cketnya. Dengan e-ticket ini na-
sabah dapat langsung check-in
tanpa harus menukarkan lagi
dengan tiket di bandara. Mu-
dah dan nyaman bukan dalam
membeli tiket pesawat untuk
mudik?

Untuk informasi lebih lanjut,
silakan hubungi Halo BCA di
500888 atau (021) 500888 via
ponsel atau kunjungi website
www.klikbca.com.

Membeli tiket pesawat
kini lebih mudah karena

pembayarannya dapat
dilakukan melalui

KlikBCA versi 
smartphone

BCA Fasilitasi Pengembangan Proyek Medco

DE Setijoso ,Presdir BCA (paling kanan)  hadir pada closing ceremony pemberian
kredit sindikasi PT Medco E&P Lematang
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JAKARTA –– Pemerintah akan mengusul-
kan kerja sosial sebagai hukuman bagi
pelaku tindak pidana ringan dalam Ki-
tab Undang-Undang Hukum Pidana
yang baru. Alasannya, selain untuk ke-
adilan, hukuman kerja sosial bisa lebih
efektif mendidik warga negara.

“Hukuman kurungan untuk tindak
pidana ringan justru membuat masyara-
kat antipati terhadap hukum,”kata Ke-
pala Badan Pembinaan Hukum Nasio-
nal Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Ahmad M. Ramli, di kantor Ke-
menterian, Jumat lalu.

Menurut KUHP yang berlaku saat ini,
pelaku tindak pidana ringan, seperti pen-
curian, diberi sanksi hukuman penjara.
Ahmad Ramli mencontohkan kasus pen-
curian tiga butir kakao oleh nenek Minah.

Perempuan berumur 55 tahun itu di-
hukum satu setengah bulan penjara de-
ngan masa percobaan tiga bulan karena
terbukti bersalah di pengadilan. Minah
memang menjalani hukumannya, de-
ngan syarat tak mengulangi perbuatan-
nya selama masa percobaan hukuman.

Menurut Ahmad, bila hukuman kerja
sosial ini diterapkan, kasus pidana ri-
ngan seperti perkara nenek Minah tak
akan berlanjut ke penuntutan oleh jak-
sa. Dari penyidik, kasus langsung dilim-
pahkan ke pengadilan dan divonis ha-
kim. Bentuk hukumannya sendiri beru-
pa pelayanan publik, semisal member-
sihkan jalan selama waktu tertentu.

“Seperti sidang SIM kalau kita melang-
gar lalu lintas. Sidang kasus pidana ri-
ngan hanya pembacaan putusan,”ujarnya.

Saat ini Rancangan KUHP sendiri te-
lah dilimpahkan pemerintah ke Dewan
Perwakilan Rakyat dan masuk ke Prog-
ram Legislasi Nasional 2010. Bersama
Rancangan Kitab Undang-Undang Hu-
kum Acara Pidana atau KUHAP, ran-
cangan KUHP termasuk prioritas pem-
bahasan pemerintah dan DPR tahun ini.

Kendati demikian, kerja sosial belum
termaktub dalam draf tersebut. Tapi,
menurut Ramli, usulan kerja sosial ma-
sih bisa dimasukkan ke pembahasan.
“Akan kami susulkan setelah sosialisasi
dulu,”ujarnya. ● ANTON SEPTIAN

KPK Bakal 
Berwenang Usut
Pencucian Uang
JAKARTA –– Komisi Pemberantasan
Korupsi bakal beroleh senjata baru.
Dalam Rancangan Undang-Undang
Tindak Pidana Pencucian Uang,yang
tengah dibahas di Dewan Perwakilan
Rakyat, KPK diberi kewenangan
mengusut kasus pencucian uang atau
money laundering .

“Bila nanti disetujui DPR, KPK bi-
sa mengusut kasus pencucian uang di
samping kasus korupsi,”kata Kepala
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Ahmad M. Ramli, di kantor
Kementerian, Jumat lalu.

Selama ini satu-satunya lembaga
penegak hukum yang bisa mengusut
perkara pencucian uang adalah poli-
si. Berdasarkan aturan saat ini, KPK,
juga Kejaksaan Agung, tak bisa me-
nyidik perkara ini.

Akibatnya, ketika KPK mengusut
korupsi, kasus berhenti saat KPK
mengeksekusi uang pengganti keru-
gian negara. Adapun pencucian uang
dari hasil korupsi tak diusut lantaran
KPK tak punya kewenangan mem-
prosesnya.

Contoh lain, dalam kasus Bank
Century, KPK hingga saat ini belum
menemukan unsur korupsinya, tapi
telah menemukan kejahatan pencu-
cian uang di bank sakit itu. Namun,
lantaran tak berwenang mengusut-
nya, KPK akhirnya melimpahkan
perkara tersebut ke Markas Besar
Kepolisian.

Ahmad Ramli menambahkan, da-
lam rancangan beleid yang baru, Pu-
sat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan tetap tak berwenang me-
nyelidiki pencucian uang. Selain itu,
PPATK tak bisa memblokir rekening
mencurigakan. “PPATK hanya bisa
meminta bank untuk memblokir,”
ujarnya. ● ANTON SEPTIAN

Hukuman Pidana Ringan 
Diusulkan Diganti Kerja Sosial

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar (kiri) didampingi anggota In-
donesian Legal Resouce Center, Uli Parulan Sihombing, dan Wakil Ketua
MPR Lukman Hakim Saifuddin dalam diskusi tentang seleksi calon Ke-
tua KPK di kantor ICW, Jakarta, kemarin. 

Diskusi

JAKARTA –– Indonesia Corruption
Watch (ICW) mengungkapkan masa
lalu para calon pemimpin Komisi
Pemberantasan Korupsi yang ber-
gelimang masalah. Setelah menelu-
suri rekam jejak ketujuh calon, ICW
menyampaikan 28 temuan kepada
Panitia Seleksi Calon Pemimpin
KPK.

“Besok pagi, temuan ini akan ka-
mi bawa ke Panitia Seleksi agar bi-
sa menjadi rekomendasi,” kata Wa-
kil Koordinator ICW Emerson Yun-
tho dalam jumpa pers di kantor
ICW kemarin.

Panitia Seleksi telah menjaring
tujuh nama calon pengganti Anta-
sari Azhar, yang menjadi terpidana
kasus pembunuhan. Mereka adalah
Bambang Widjojanto, Chaerul

Rasjid, H. Fachmi, I Wayan Sudirta,
Jimly Asshiddiqie, Meli Darsa, dan
Muhammad Busyro Muqoddas.

Panitia Seleksi, yang dipimpin
Patrialis Akbar, telah menunjuk
ICW dan Masyarakat Pemantau
Peradilan Indonesia untuk melacak
rekam jejak para calon.

ICW kemarin membagi temuan-
nya dalam tiga kategori. Pertama,
menyangkut lemahnya aspek kepe-
mimpinan para calon. Emerson
menguraikan,ada calon yang belum
pernah memimpin, sehingga belum
teruji bisa memimpin lembaga sarat
konflik seperti KPK.Ada juga calon
yang pernah memimpin sebuah
lembaga, namun gagal.

Selain itu, ada calon yang anak-
nya pernah menjadi pengguna nar-

koba. “Dia tidak mampu memim-
pin hal yang kecil (keluarga), ba-
gaimana yang besar,” kata Emer-
son.

Ada juga calon yang pernah ber-
henti di tengah jalan sebagai pe-
mimpin karena tidak lagi mendu-
duki jabatan strategis.“Kami ragu-
kan kenegarawanan dia,” kata
Emerson.

Kategori berikutnya adalah as-
pek integritas. ICW,misalnya,mene-
mukan calon yang hanya melapor-
kan kekayaan pada 2002. Padahal,
setelah itu, dia memegang dua ja-
batan sebagai penyelenggara nega-
ra. Ada juga calon yang tidak men-
cantumkan rumah mewah dalam
laporan harta kekayaannya.

Masih pada aspek integritas, ICW

menemukan calon yang diduga me-
nerima dana abadi umat untuk
membiayai umrah istri dan empat
anaknya.

Pada kasus lain, ICW menemu-
kan jejak calon yang melakukan
plagiasi tugas kuliah pascasarjana,
menegosiasikan perkara di peng-
adilan negeri, tidak patuh memba-
yar pajak, dan menekan kepala dae-
rah untuk menempatkan orang titi-
pan di instansi tertentu.

Kategori masalah ketiga, menu-
rut Emerson, berkaitan dengan ko-
mitmen calon terhadap pemberan-
tasan korupsi. Tim ICW menemu-
kan jejak calon dari lembaga yang
belum sarat praktek mafia hukum.
Ada juga calon yang pernah me-
minta penghentian kasus korupsi

yang ditangani KPK. Calon lain
pernah melindungi bawahannya
yang terjerat kasus korupsi. “Ada
pula calon yang pernah membantu
jatuhnya vonis bebas dalam kasus
korupsi,”kata Emerson.

Selain itu, ICW menemukan jejak
calon berkaitan dengan dugaan
gratifikasi dari pengusaha batu ba-
ra, tersangkut kasus penambangan
emas ilegal, dan terlibat penyelun-
dupan telepon seluler.

Meski mengungkap sekian ba-
nyak temuan, ICW menolak menye-
butkan nama-nama calon bermasa-
lah kepada wartawan. ICW memilih
menyerahkan laporan lengkap te-
muan mereka kepada Panitia Se-
leksi Calon Pimpinan KPK.

● MUTIA RESTY

IKLAN

ICW: Calon Ketua KPK 
Bergelimang Masalah Dari aspek kepemimpinan

sampai integritas pribadi.

EKO SISWONO TOYUDHO (TEMPO)


